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ABSTRACT

In order to realize modernization in the land sector, land services have
begun to implement an electronic-based service system. This is a positive form for
the community in changing land evidence documents towards digitalization
regulated by the government through the Ministry of ATR/BPN in the Regulation of
the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land
Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Issuance of
Electronic Documents in Land Registration Activities. In this case, the issuance of
electronic documents in land registration activities is an electronic certificate. In
reality, based on observations in the field, many people in Temanggung Regency
still reject electronic certificates. Thus, this study aims to determine public
perceptions of the quality of electronic certificate services and the influence of
public perceptions on the quality of electronic certificate services at the
Temanggung Regency Land Office.

In this study, the researcher used a quantitative research method. The data
collection technique used a questionnaire. The sampling technique in this study was
simple random sampling. The sample determination used the Slovin Formula which
resulted in 75 respondents from a population of 300 people. Hypothesis testing in
this study used a partial test (t-test) and a coefficient of determination.

The results of the study showed that 1) The average response to the service
quality variable (X) answered strongly agree. So it can be concluded that the service
provided by the Temanggung Regency Land Office is very good. While the average
response to the perception variable (Y) answered less agree. So it can be concluded
that all respondents in the field still disagree with electronic certificates. 2) The
influence of public perception on the quality of electronic certificate services at the
Temanggung Regency Land Office is proven by the results of hypothesis testing,
namely the t test and the coefficient of determination test. The results of the t test
study showed that the t value of the service quality variable (X) was 3.960. The t
value of the service quality variable is greater than the t table value (3.960> 1.993)
with a sig. value of 0.000 <0.05. This means that Ha is accepted and H0 is rejected,
so it can be concluded that there is a significant influence of service quality on
perception. Furthermore, the results of the determination coefficient test study are
shown by the R Square value of 0.177. The value of 0.177 can be interpreted as the
independent variable (service quality) affecting the dependent variable (perception)
by 17.7% and the remaining 82.3% is explained by other variables outside this
study. Other variables that can affect the equation can also be influenced by several
other factors such as social, economic, technological factors, and so on.

Thus, the hypothesis stating that there is an influence between public
perception of the quality of electronic certificate services at the Temanggung
Regency Land Office can be accepted. This shows that there is a significant
influence between service quality and public perception of electronic certificates,
but its contribution to changes in perception is still relatively small. Therefore,
success in receiving electronic certificates does not only depend on service quality
alone, but is also influenced by various broader external factors.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah diamanahkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di
seluruh Indonesia. Proses pendaftaran tersebut bertujuan untuk mendapatkan
bukti kepemilikan yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertipikat hak atas
tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan
tanah serta melindungi kepemilikan tanah secara hukum (Avivah dkk., 2022).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah
melaksanakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum dengan
memberikan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.
Selanjutnya, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa surat tanda bukti hak yang diakui
sebagai alat bukti yang kuat adalah sertipikat tanah (Apriani & Bur, 2020).

Sertipikat tanah adalah dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan tanah
dan merupakan hasil akhir dari kegiatan sertifikasi atau pendaftaran tanah.
Melalui proses pendaftaran ini, pemilik tanah memperoleh dokumen bukti
kepemilikan yang berfungsi sebagai alat bukti hukum serta menjamin kepastian
hukum. Menurut UUPA, sertipikat tanah memiliki kekuatan pembuktian yang
kuat, artinya sertipikat tersebut tidak bersifat mutlak, namun diakui sebagai alat
bukti yang kuat selama data fisik dan data yuridisnya sesuai dengan buku tanah
dan surat ukur, sehingga dianggap valid (Silviana, 2021).

Era digital adalah era di mana semua aktivitas kehidupan menjadi lebih
mudah dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga menjadi lebih praktis dan
modern. Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi di berbagai
sektor, termasuk dalam sektor pertanahan. Transformasi digital juga merupakan
upaya untuk mengubah sistem pengelolaan dan pelayanan pertanahan menjadi
berbasis digital atau elektronik (Adinegoro, 2023). Transformasi digital ini

mencakup pengolahan data, pendaftaran tanah, penilaian objek pajak,



sertifikasi, dan penyimpanan data dalam bentuk digital. Dengan adanya
transformasi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam
pengelolaan serta pelayanan di bidang pertanahan. Peningkatan ini berdampak
pada produktivitas dan kualitas pelayanan, sehingga mempercepat proses
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,
sangat penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan dan terus
meningkatkan transformasi digital.

Kementerian ATR/BPN telah memanfaatkan perkembangan teknologi
dengan menghadirkan layanan pertanahan berbasis elektronik, hingga
menghasilkan dokumen dalam bentuk elektronik. Seiring dengan
perkembangan teknologi informasi, sistem administrasi berbasis elektronik kini
digunakan dalam proses pendaftaran tanah yang menghasilkan data dan
informasi dalam bentuk elektronik, bukan lagi berbentuk fisik atau
konvensional. Transformasi ini mencerminkan langkah maju dalam sistem
pembuktian hak atas tanah menuju digitalisasi, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen
Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Putra & Winanti, 2024).

Salah satu fokus yang dilakukan adalah digitalisasi sertipikat tanah
dalam bentuk elektronik, yang dikenal dengan sertipikat elektronik. Penerapan
sertipikat elektronik bertujuan mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi
tanah secara online dengan metode yang lebih efisien. Kelebihan utama dari
sertipikat elektronik terletak pada aksesibilitasnya yang dilakukan secara online
serta kemudahan dalam pencetakan ulang jika diperlukan. Pesatnya
perkembangan teknologi informasi, sertipikat elektronik telah menjadi inovasi
penting dalam administrasi dan pengelolaan dokumen. Sertipikat ini digunakan
sebagai alat untuk memverifikasi identitas dan keaslian dokumen dalam format
digital, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam
berbagai transaksi (Alimuddin, 2021). Namun, keberhasilan penggunaan

sertipikat elektronik tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknologinya,



tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan selama
proses pembuatan sertipikat elektronik tersebut.

Kualitas pelayanan publik menurut Ibrahim (2008) adalah suatu kondisi
yang dinamis dan melibatkan produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan,
di mana penilaian kualitas dilakukan pada saat pelayanan diberikan. Dalam
penilaian tersebut dibutuhkan kriteria yang mampu menentukan apakah
pelayanan tersebut dapat dikategorikan baik atau buruk, serta berkualitas atau
tidak. Selanjutnya Zeithaml dkk., (1990) mengemukakan bahwa ada lima
dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan, yakni: (1) Zangibles (wujud),
yang mencakup fasilitas, peralatan, personel dan komunikasi. ; (2) Realiable
(keandalan), yang berkaitan dengan kemampuan memberikan layanan sesuai
janji secara akurat dan konsisten. ; (3) Responsiveness (ketanggapan), yakni
kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. ; (4)
Assurance (jaminan), yang mencakup pengetahuan, kesopanan, dan
kemampuan memberikan informasi yang akurat dan; (5) Empathy (empati), di
mana lembaga harus menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan
kepentingan pelanggan secara personal.

Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Aspek pelayanan
merupakan elemen penting dalam penerimaan dan penggunaan sertipikat
elektronik. Pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Sebaliknya, pelayanan yang kurang
memadai dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan
masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan ini sangat
penting, karena dapat memengaruhi tingkat pemahaman mengenai sertipikat
elektronik. Penerimaan sertipikat elektronik di masyarakat masih beragam.
Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap sertipikat
elektronik. Menurut Walgito (2010) persepsi dalam pengertian sempit berkaitan
dengan penglihatan, namun dalam arti luas, persepsi mencakup cara individu
memahami dan menilai suatu objek atau situasi. Persepsi masyarakat terhadap

sertipikat elektronik dapat memberikan penilaian terhadap sertipikat elektronik



tersebut. Beberapa individu dan kelompok menganggap sertipikat elektronik
sebagai solusi untuk memudahkan transaksi, sementara yang lain merasa
kurang percaya terhadap keamanannya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung merupakan kantor
pertanahan yang bertugas menjalankan sebagian tugas, pokok, dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Temanggung. Salah satu
kewajibannya adalah memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat
setempat. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung sebagai lembaga yang
bertanggung jawab dalam pembuatan sertipikat tanah, memiliki peranan
penting dalam penerapan sistem sertipikat elektronik. Kualitas pelayanan yang
diberikan oleh kantor ini sangat berpengaruh terhadap sikap dan pandangan
masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan mencakup fasilitas kantor yang memadai, kecepatan dan
efisiensi proses, kejelasan informasi yang disampaikan, kemudahan akses
layanan, serta responsivitas dalam menangani keluhan dan pertanyaan.
Masyarakat yang merasa puas dan menerima pelayanan yang responsif,
cenderung memiliki pandangan positif terhadap sertipikat elektronik.
Sebaliknya, pengalaman negatif selama proses pembuatan dapat menyebabkan
penolakan terhadap penggunaan sertipikat elektronik di masa depan. Dengan
demikian, memahami pandangan masyarakat Kabupaten Temanggung terhadap
mutu pelayanan dalam proses penerbitan sertipikat elektronik menjadi peranan
yang penting.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah melaksanakan penelitian
terkait topik ini dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas
Pelayanan Sertipikat FElektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Temanggung”.

. Rumusan Masalah

Era digital sebagai era di mana berbagai aktivitas kehidupan menjadi
lebih mudah dan modern melalui pemanfaatan teknologi. Di bidang pertanahan,

langkah modernisasi diwujudkan melalui penerapan sistem pelayanan berbasis



elektronik. Inovasi ini menjadi upaya positif pemerintah dalam
mentransformasikan dokumen bukti kepemilikan tanah ke bentuk digital,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun
2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran
Tanah. Dalam hal ini penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan
pendaftaran tanah yaitu sertipikat elektronik.

Berdasarkan observasi di lapangan masyarakat di Kabupaten
Temanggung masih banyak yang menolak sertipikat elektronik. Banyak
masyarakat yang belum memahami sertipikat elektronik karena umumnya
mereka merasa lebih nyaman dengan sertipikat analog. Hasil observasi dan
survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih
sertipikat dalam bentuk analog. Oleh karena itu, masalah terkait budaya analog
yang dipengaruhi oleh cara pandang dan kondisi sosial di masyarakat pada
dasarnya dapat dihilangkan. Namun, hal ini belum terjadi di lapangan.

Salah satu faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap
sertipikat elektronik adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang
baik berperan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap
sertipikat elektronik. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat
menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan ini sangat penting, karena
dapat memengaruhi tingkat pemahaman mereka mengenai sertipikat elektronik.
Berdasarkan hasil survei IKM pada bulan Desember 2024 di Kantor Pertanahan
Kabupaten Temanggung, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) bernilai
17,45 dari 17,50.

Berdasarkan uraian persoalan di atas, penulis ingin lebih jauh membahas
dan memperjelas isu utama penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan

sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung?



C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dijabarkan,

penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan berikut:

1.

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Menjelaskan serta menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Temanggung.

D. Batasan Penelitian

Guna mencapai fokus penelitian maka peneliti menentukan batasan

sebagai langkah efisiensi sebagai berikut:

1.

Batasan Konsep

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Temanggung.

Batasan Geografis

Penelitian ini difokuskan pada persepsi persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan sertipikat elektronik dengan lokus Kabupaten

Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

. Batasan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu selama 1 bulan di bulan
Maret. Hal ini dimaksudkan agar mencapai efektivitas dalam memperoleh

data.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat yang berarti bagi

berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

l.

Teoritis
Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memperluas pengetahuan,

pemahaman, serta wawasan penyusun terkait persepsi publik terhadap mutu



layanan, khususnya berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Penelitian ini juga berpotensi memperkaya khazanah teori mengenai

kualitas pelayanan, terutama dalam ranah layanan publik. Melalui

pengkajian terhadap persepsi masyarakat, penelitian ini dapat mengungkap
berbagai faktor yang memengaruhi mutu pelayanan serta bagaimana
persepsi tersebut berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada

berbagai pihak, di antaranya:

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan
untuk Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten
Temanggung terkait pemberian saran kepada staf kepegawaian dalam
rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi mencapai kualitas
yang optimal.

b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat
terhadap sistem sertipikat elektronik. Dengan memberikan informasi
yang jelas mengenai keamanan dan keandalan data digital, masyarakat
diharapkan akan lebih menerima perubahan dari sertipikat fisik menjadi
sertipikat elektronik.

c. Bagi Penulis
Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan dalam menuntaskan
pendidikan di Program Studi Diploma IV Pertanahan di Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional Yogyakarta, guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan di bidang Pertanahan, sekaligus menjadi sarana bagi penulis
untuk mengembangkan kemampuan dalam meneliti dan menyusun

karya ilmiah secara sistematis dan objektif.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait persepsi

masyarakat terhadap kualitas pelayanan sertipikat elektronik di Kantor

Pertanahan Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang pernah mengurus
sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung melalui
kuesioner dengan jumlah sampel 75 responden yaitu tanggapan rata-rata
pada variabel kualitas pelayanan (X) menjawab sangat setuju. Responden
yang menjawab sangat setuju yaitu dengan jumlah total 1.192 dari 2.250
(53%). Hal ini mencerminkan bahwa responden menilai pelayanan yang
diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung sudah sangat
baik. Hal ini tercermin dari berbagai inovasi dan upaya peningkatan
layanan, seperti penerapan sertipikat elektronik dan aplikasi Lestari
Poin yang mempermudah validasi data sertipikat elektronik serta sistem
layanan online Blangkon.site yang memudahkan masyarakat dalam
mengajukan permohonan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Sedangkan tanggapan rata-rata pada variabel persepsi (Y) menjawab kurang
setuju, menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima atau
yakin terhadap penggunaan sertipikat elektronik. Responden yang
menjawab kurang setuju yaitu dengan jumlah total 977 dari 1.125 (86,8%).
Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden untuk variabel Y
mengenai persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik di Kabupaten
Temanggung pada kenyataannya di lapangan masih kurang setuju terhadap
sertipikat elektronik.

Pengaruh persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dibuktikan dari
hasil pengujian hipotesis yakni uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil uji

t penelitian yang dilakukan diketahui bahwa nilai t niung variabel kualitas
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pelayanan (X) sebesar 3,960. Nilai t niung variabel kualitas pelayanan lebih
besar dari nilai t tpel (3,960 > 1,993) dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Artinya
Ha. diterima dan Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap persepsi. Dengan
demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan sertipikat elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Temanggung dapat diterima. Hal ini menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dan persepsi
masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Dengan kata lain, peningkatan
kualitas pelayanan akan berdampak positif pada persepsi masyarakat.
Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi, kemampuan
variabel dependen dalam dijelaskan oleh variabel independen diukur
menggunakan nilai koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,177. Nilai 0,177
tersebut dapat diartikan variabel bebas (kualitas pelayanan) mempengaruhi
variabel terikat (persepsi) sebesar 17,7% dan sisanya 82,3% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.
Variabel-variabel lain tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
seperti faktor sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, teknologi, budaya,
lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam
penerimaan sertipikat elektronik tidak hanya bergantung pada kualitas
pelayanan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor

eksternal yang lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, berikut

beberapa saran yang dapat diajukan:

1.

Bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, sangat diharapkan
untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan
yang telah diberikan selama ini. Peningkatan kualitas pelayanan ini dapat

diwujudkan melalui pengembangan sistem digitalisasi yang lebih efisien
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dan transparan, seperti penerapan sertipikat tanah elektronik yang telah
terbukti mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko kehilangan
dokumen, serta meningkatkan keamanan dan akuntabilitas data pertanahan.
Kantor Pertanahan juga perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat agar mereka semakin memahami manfaat sertipikat
elektronik, sehingga tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat
terhadap layanan semakin meningkat. Selain itu, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga penting untuk
mendukung kelancaran pelayanan yang berbasis digital.

. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya
mendaftarkan tanah secara resmi melalui sertipikat elektronik. Dengan
adanya sertipikat tanah dalam bentuk elektronik, masyarakat dapat
menikmati berbagai manfaat seperti kemudahan akses dokumen kapan saja
melalui aplikasi resmi, perlindungan dari risiko kehilangan atau kerusakan
akibat bencana, serta proses administrasi yang lebih cepat dan transparan.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki keyakinan dan kesadaran
yang tinggi untuk segera mensertipikatkan tanahnya secara elektronik
karena sistem tersebut lebih efektif melindungi hak atas tanah baik secara
hukum administrasi dan fisik. Kesadaran ini juga akan mendukung
percepatan transformasi digital di sektor pertanahan yang sedang
digalakkan oleh pemerintah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih
komprehensif dan mendalam terkait faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik, seperti
faktor sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, teknologi, budaya, lingkungan,
dan sebagainya. Penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan metode
campuran (mixed methods) untuk menggali secara holistik hambatan dan
peluang dalam penerimaan sertipikat elektronik di berbagai masyarakat,
termasuk kelompok rentan dan daerah terpencil. Selain itu, penting juga

untuk mengkaji efektivitas berbagai strategi sosialisasi dan edukasi yang

106



telah diterapkan, serta dampak inovasi teknologi baru dalam pelayanan
pertanahan secara lebih rinci. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya
dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan
solusi inovatif untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat

dalam transformasi digital layanan pertanahan.
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